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ABSTRAK
Nama : Rajadianto Burhanuddin
Nim : 10500107063
Fak/Jurusan : Syari’ah & Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penertiban SIM di Kota
Makassar
Judul skripsi ini adalah “pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 2009
tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penertiban SIM di Kota Makassar”.
Pokok masalah utama dalam skripsi ini yakni tentang ketentuan hokum keharusan
memiliki Surat Izin Mengamudi (SIM) dan praktek penegakan hokum orang-orang
yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
deskriptif (descriptive research). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar
khususnya Polwiltabes Kota Makassar dengan waktu pelaksanaan penelitian
dilakukan pada bulan mei 2012 sampai dengan bulan juni 2012. Populasi dari
penelitian ini merupakan keseluruhan dari objek yang diteliti yakni polisi lalulintas,
masyarakat yang dalam proses pengurusan Surat Izin Mengemudi dan pengendara
kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi yang dipilih melalui
penunjukan secara sengaja. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca
buku-buku/literature dan referensi yang cukup untuk menjadi landasan teori topic
yang diteliti. Terakhir, data akan dianalisis secara deskkriptif kualitatif.
Kesimpulan yang diperoleh bahwa ketentuan hokum tentang keharusan
memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) pada dasarnnya berpedoman pada Undang-
undang No. 22 Tahun 2009, khususnya Pasal 77 ayat 1. Selain itu, keharusan
memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) berfungsi sebagai sarana identifikasi, alat
bukti, sarana upaya paksa dan sarana perlindungan bagi masyarakat. Dengan
demikian peranan aparat penegak hokum dalam hal ini pihak kepolisian memiliki
wewenang untuk menindak orang-orang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi
(SIM), namun, terdapat hal-hal yang mempengaruhi penindakan itu, seperti penegak
hokum mesti mmperhatikan kondisi karena hal yang menyebabkan pengandara tidak
memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) karena besaran biaya pengurusan SIM cukup
besar, tidak memiliki kendaraan sendiri dan bbelum cukup umur untuk berkendara
namun telah mahir untuk mengendarai kendaraan bermotor.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara
hukum, maka setiap warga Negara dituntut untuk taat dan patuh terhadap segala
ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia tanpa kecuali. Namun, dalam
memperoleh ketaatan dan kepatuhan hukum itu.
Menurut M. Friedmann, bahwa ketaatan dan kepatuhan hukum akan
terwujud apabila telah terjalinya 3 kerjasama yang baik,1 yaitu:
1. Substansi Hukum
2. Struktur Hukum
3. Kultur Hukum
Untuk lebih mengetahui beberapa unsure hukum tersebut di atas maka
akan dijelaskan di bawah ini:
1. Substansi Hukum
Substansi hukum yang dimaksud M. Friedmann adalah segala bentuk
ketentuan undang-undnag yang mengatur tingkah laku manusia dalam
masyarakat. Ketika substansi hukum telah baik menurut M. Friedmann,
maka hal ini belum menjamin hukum akan baik.2
1 M. Lawrence Friedman, The Legal System a Social Science Perpective (New York:
Russell Sage Foundation, 1975), h. 11.
2 Ibid.,
22. Struktur Hukum
Struktur hukum adalah segala bentuk pelaksana undang-undang seperti
kepolisian, jaksa dan hakim. Sebagai pelaksana ketentuan undang-undang,
maka polisi, jaksa dan hakim mestinya menjunjung tinggi rasa keadilan
demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera
sebagaimana keinginan masyarakat. Apabila substansi hukum dan struktur
hukum telah baik, keduannya belum menjamin terwujudnya masyarkat
dalam Negara yang baik dan taat kepada hukum. Masih diperlukan salah
satu unsur untuk dapat menjamin terlaksananya hukum dengan baik dan
sesuai dengan keinginan masyarakat.3
3. Kultur Hukum
Kultur hukum adalah budaya masyarakat, pemahaman masyarakat
terhadap hukum. Walaupun undang-undang sebagai sati ketentuan yang
mengatur kehidupan masyarakat dan dilaksanakan dengan baik oleh
pelaksana undang-undang tetapi masyarakat belum sadar dan paham
terhadap hukum, maka kondisi hukum dalam masyarakat dapat dikatakan
masih cukup jauh dari keinginan masyarakat.4
Oleh karena itu, diperlukan keserasian dalam pelaksanaan beberapa unsur-
unsur hukum tersebut di atas.
3 ibid.,
4 ibid., h. 12.
3Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum menurut Muliadi
memiliki beberapa indikator kinerja,5 yaitu:
a. adanya prinsip keterbukaan informasi informasi serta aturan-aturan yang
mengatur kebebasan informasi (freedom of information act) termasuk aturan
pengeculian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional.
b. adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip-prinsip kedaulatan hukum
(equality before the law).
c. ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung
jawab.
d. adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan
(acces to justice).
e. diperlukan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
Peningkatan mobilitas sosial masyarakat antar kota dapat dicermati dari
acara tahunan "mudik bersama/berombongan" pada hari-hari besar atau libur
panjang. Mobilitas sosial ini melibatkan semua lampisan masyarakat dengan
menggunakan kendaraan bermotor pribadi maupun umum dengan berbagai tipe
dan kualitas kendaraannya. Mobilitas sosial tersebut terjadi baik antar kota
terutama dari kota-kota besar ke kota/desa tempat kelahiran para mobilitator
dalam satu pulau maupun antar pulau yang dilanjutkan perjalanan dari pelabuhan
laut atau udara ke kota kelahiran melalui angkutan umum.
Peningkatan mobilitas ekonomi masyarakat dapat dicermati dari aktivitas
pengangkutan barang atau perdagangan dengan menggunakan kendaraan
5 Muliadi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana (Semarang:
Universitas Diponegoro, 2002), h. 23.
4angkutan di jalan dari tempat produksi ke pusat-pusat perdagangan. Dalam hal
pusat perdagangan itu berada di pulau lain, kendaraan pengangkutan barang
tersebut harus menyeberangi laut atau selat dengan menggunakan angkutan laut.
Mobilitas kegiatan ekonomi ini juga melibatkan semua lapisan pelaku ekonomi
dengan kendaraan angkutan jalan yang berbeda-beda jenis dan kualitasnya.6
Selama ini tanpa kita sadari Surat Izin Mengemudi (SIM) pada setiap
pemilik kendaraan bermotor ternyata sangat diperlukan. Tetapi tidak semua orang
mematuhi peraturan tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak memenuhi standar
kelengkapan administrasi dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Banyak alasan
yang menjadi kendala mereka tidak memiliki SIM. Mulai dari sulitnya mengurus
karena pengurusan administrasi sangat rumit dan memakan waktu yang lama
sampai besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.
Berbagai cara memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) khususnya
memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) belum
terwujud dengan baik. Akhir-akhir ini banyak ditemukan anak-anak di bawah
umur telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) padahal dalam ketentuan
kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) mesti sudah cakap hukum sebagaimana
ketentuan undang-undang yang berlaku.
Faktanya, dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) menuai
berbagai macam masalah. Pertama sebagaimana yang dibahas di atas, bahwa
pengurusan administrasi Surat Izin Mengemudi (SIM) sangat rumit dan
6Suwardjoko Warpani, Merencanakan Sistem Perangkutan (Bandung: Penerbit ITB,
1990), h. 12.
5berdasarkan data bahwa 30% dari pemilik kendaraan bermotor, dalam
mengendarai kendaraan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).7
Apabila di arahkan keranah Islam tentang kesadaran hukum, khususnya
dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Allah Swt. Berfirman:








Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat (Q.S. An-Nisa: 58)8
Dengan demikian, untuk memahami mekanisme penerbitan Surat Izin
Mengemudi (SIM) sebagai sebuah bentuk amanah dalam menciptakan keamanan
dan ketertiban dalam berkendara, maka penulis mengedepankan judul Praktek
pelaksannaan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan dalam Penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Makassar.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana ketentuan hukum tentang keharusan memiliki Surat Izin
Mengemudi (SIM)?
7 Pak Hartono, Kasatlantas Polwiltabe Makassar, wawancara oleh penulis di Polwiltabes
Makassar, Kamis 17 Mei 2012.
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2002), h. 112.
62. Bagaimanakah praktek penegakkan hukum orang yang tidak memiliki
Surat Izin Mengemudi (SIM)?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang keharusan memiliki Surat Izin
Mengemudi (SIM).
2. Untuk mengetahui praktek penegakkan hukum orang yang tidak memiliki
Surat Izin Mengemudi (SIM)?
b. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi instansi kepolisian khususnya satuan lalu lintas dengan Unit Pelayanan
Surat Izin Mengemudi (SIM)-nya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sebuahkontribusi positif baik secara ilmu pengetahuan maupun secara kinerja
pelayanan terhadap masyarakat. Memberikan pula sebuahsumbangan
pemikiran sebagai dasar dari pertimbangan instansi dalammenentukan arah,
sikap dan kebijakan. Dapat pula menjadi sebuah upayadalam meningkatkan
kinerja dari aktifitas yang berlangsung.
2. bagi penulis, sebagai salah satu syarat untukmemenuhi dan menyelesaikan
studi pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dn Hukum.
3. Dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti lain dalam kajian lebihlanjut
yang mereka lakukan.
74. Dapat pula menjadi kontribusi bagi pihak akademik tempat dimana Penulis
menempuh studi.
D. Defenisi Operasional
Praktek dalam Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap mengandung arti
pelaksanaan secara nyata apa yang telah di ungkapkan dalam teori, atau perbuatan
menerapkan teori.9 Adapun praktek yang dimaksud dalam judul ini adalah
penerapan undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan angkutan
jalan dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Makassar.
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan
Jalan merupakan aturan tentang penertiban jalan raya sehingga keamanan dan
keselamatan pengendara kendaraan secara umum dapat di minimalisir.
Penerbitan dalam Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap mengandung arti
proses atau cara, proses menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu tanda dibolehkannya
seseorang untuk melakukan sesuatu (mengendarai kendaraan bermotor) sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan (UU No. 22 Tahun 2009).
E. Sistematika Penulisan
Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka pokok
pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab,
yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.
9 Tim Prima Pena. Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap (Surabaya: Gitamedia Press,
2006), h. 67.
8Bab kesatu merupakan pendahuluan yang terdiri dari, yaitu latar belakang,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat diadakanya penelitian, dan
sistematika penulisan.
Bab kedua menjelaskan pengertian hukum, tinjauan umum tentang
peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Bab ketiga membahas metodelogi penelitian dimana bab ini akan
dijelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan
sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
Bab keempat merupakan bab yang berisi ketentuan hukum tentang surat
izin mengemudi (SIM), factor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalulintas
ooleh pengendara kendaraan bermotor, praktek penegakkan hukum orang yang
tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Makassar dan peranan polisi
dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berlalu lintas.
Terakhir Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran
dari peneliti.
9BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Hukum
1. Arti Hukum
Untuk membuat definisi hukum adalah sulit dan sampai sekarang masih
dicari-cari. Seandainya ada yang mendefinisikan, maka definisinya akan
dipengaruhi oleh latar belakang mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan
Utrecht yang sependapat dengan Apeldoorn, bahwa untuk memberikan suatu
definisi tepat tentang hukum adalah tidak mungkin.1 Sebagai gejala masyarakat
atau gejala sosial, hukum baru ada apabila ada masyarakat. Tanpa adanya
masyarakat tidak akan ada hukum. Dan hukum akan selalu berkembang seirama
dengan pertumbuhan masyarakat. Karena hubungan di dalam masyarakat
bermacam-macam serta mencakup banyak segi dan aspek, maka ruang lingkup
hukum sedemikian luasnya sehingga dapat dikatakan luasnya tak terbatas dan oleh
karenanya tidak mungkinlah dibuat batasan yang tepat. Karena itulah maka untuk
menjawab apakah hukum itu sebaiknya diadakan pembahasan tentang arti  hukum
dari segi etimologi. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk
tunggal. Kata jamaknya adalah “Alkas”, yang selanjutnya diambil alih dalam
bahasa Indonesia menjadi “Hukum”.2 Di dalam pengertian hukum terkandung
pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.
Dari uraian tersebut Borst mengemukakan pengertian hukum ialah
keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam
1 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Sinar Grafika, 2006), h. 12.
2 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
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masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan
tata atau keadilan.3 Selanjutnya Utrecth merumuskan pengertian hukum sebagai
“Himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya
ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.4
Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa hukum itu
memuat aturan mengenai hal yang layak dan tidak layak untuk dilakukan menurut
pendapat umum yang seharusnya ditaati dan dipatuhi. Selain itu juga, hukum
mengatur segala tingkah laku manusia di dalam pergaulannya dimasyarakat.
Untuk melengkapi pengertian hukum di atas, berikut ini terdapat
pengertian hukum dari beberapa pakar yang dikutip oleh Soeroso:
1) Immanuel Kant
Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas
dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan diri dengan kehendak bebas dari
orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.5
2) Leon Duguit
Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang
daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai
jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar akan menimbulkan
reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelangaran itu.6
3 Ibid., h. 27.
4 ibid., h. 35.
5 ibid., h. 36-39.
6 ibid.,
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3) E. M. Meyers
Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan,
ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi
pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.7
4) M. H. Tirtaatmidjaya
Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku
tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti
kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau
harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan
sebagainya.8
Dari beberapa rumusan pengertian hukum yang dikemukakan oleh para
pakar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum mengandung beberapa unsur
sebagai berikut:
a) Peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang
b) Tujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat
c) Mempunyai ciri memerintah dan melarang
d) Bersifat memaksa agar ditaati
2. Tujuan Hukum
Masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang
beraneka ragam. Ujud dan jumlah kepentingannya tergantung pada ujud dan sifat
kemanusiaan yang ada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing.
Hawa nafsu masing-masing menimbulkan keinginan untuk mendapatkan
7 ibid.,
8 ibid.,
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kepuasan dalam hidupnya sehari-hari dan supaya segala kepentingannya
terpelihara dengan sebaik-baiknya.
Untuk memenuhi keinginan tersebut timbul berbagai usaha untuk
mencapainya yang mengakibatkan timbulnya anggota masyarakat. Akibat
bentrokan tersebut masyarakat menjadi guncang dan keguncangan ini harus
dihindari.Menghindarkan keguncangan dalam masyarakat inilah sebetulnya
maksud daripada tujuan hukum, maka hukum menciptakan perbagai hubungan
tertentu di dalam masyarakat Hukum lahir karena dibutuhkan untuk mengatur
berbagai macam hubungan yang terjadi diantara anggota masyarakat. Hal ini
sejalan dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa: “Tujuan hukum adalah
mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat“.9
Selanjutnya menurut Apeldoorn mengatakan bahwa: “Tujuan hukum
adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil”.10
Perdamaian berarti menunjukkan adanya keserasian tertentu antara ketertiban dan
ketentraman, ketertiban diperlukan untuk melindungi kepentingan umum,
sedangkan ketentraman diperlukan untuk melindungi kepentingan pribadi dalam
kehidupan bersama. Kedua nilai tersebut berpasangan dan harus diserasikan
supaya tidak mengganggu masyarakat atau individu-individu yang menjadi
bagiannya.
Hukum membawa manusia kearah suasana yang diliputi dengan keadilan
dan ketenangan dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan manusia lainnya.
Hukum berusaha menyelaraskan kepentingan-kepentingan individu dan
9 ibid., h. 56.
10 ibid., h. 59.
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kepentingan masyarakat sebisa mungkin. Dengan hukum dapat diusahakan
tercapainya suatu keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Fungsi Hukum dan Tugas Hukum
Hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat.
Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga banyaknya itu, maka hukum
mempunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta
menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.
Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari:
1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat
2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin
3) Sebagai sarana penggerak pembangunan
4) Sebagai fungsi kritis11
Hubungan antara tujuan hukum dan tugas hukum adalah pemberian
kepastian hukum tertuju kepada ketertiban dan pemberian kesebandingan hukum
tertuju kepada ketentraman atau ketenangan, artinya kehidupan bersama dapat
tertib hanya jika ada kepastian dalam hubungan sesama manusia akan tenang jika
dapat menerima apa yang sebanding dengan perilaku atau tindakannya.
Menurut Friedman yang dikutip oleh Taneko fungsi itu meliputi:12
1) Pengawasan/pengendalian sosial (social control)
2) Penyelesaian sengketa (disputc settlement)
3) Rekayasa sosial (social engeneering, resdistribitive, atau inovation)
11 Jimly Ashidiqqie dan M Ali Syafa’at, Teori Kelsen Tentang Hukum (Jakarta:
Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan mahkamah konstitusi RI, 2006), h. 53.
12 Ibid., h. 36.
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Berkaitan dengan ketiga fungsi di atas Taneko menjelaskan bahwa hukum
sebagai sarana pengendalian sosial, bermakna secara esensial bahwa sistem
hukum mengandung peraturan-peraturan perilaku yang benar dan setiap warga
masyarakat membatasi beberapa perilaku sebagai penyimpangan, dan setiap
masyarakat mempunyai tolok ukur tentang perilaku yang baik dan buruk.13
Semua mengambil langkah-langkah untuk mendorong ke arah perilaku
yang baik dan memberikan sanksi negatif bagi perilaku yang buruk. Adanya
pengendalian sosial di dalam masyarakat bertujuan untuk mendidik, mengajak
atau bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum.
Pada pengendalian sosial, lembaga-lembaga hukum merupakan mesin yang
penting. Dalam hal ini, lembaga hukum menerapkan peraturan hukum melalui
cara-cara tertentu.
Fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa, dalam hal ini masyarakat
menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa serta pemecahan
perselisihan yang terjadi di masyarakat. Sarana untuk menyelesaikan sengketa
yang ada dimasyarakat biasanya melalui lembaga formal seperti pengendalian,
namun tidak semua sengketa selalu dapat diselesaikan oleh lembaga formal
tersebut, tetapi melalui lembaga informal yang ada.
Hukum sebagai sarana rekayasa sosial inovasi dan sosial engineering,
menurut Raharjo bahwa hukum tidak saja digunakan untuk mengukurkan pola-
pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga
untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan-
13 Soleman B Taneko, Pokok Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1993), h. 37-38.
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kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru
dan sebagainya”.14
Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Taneko mengatakan bahwa
hukum itu mempunyai tiga fungsi, yaitu:
1) Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, sebagaimana mereka
harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah
dalam masyarakat yang terutama dalam menyangkut kebutuhan-kebutuhan
pokok.15
2) Untuk menjaga kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.16
3) Memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk
mengadakan pengendalian sosial (social control)17
Fungsi hukum yang diberikan oleh beberapa ahli tersebut, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa fungsi hukum itu meliputi:
1) Memberikan pedoman pada warga masyarakat dalam berperilaku;
2) Pengawasan sosial (social control);
3) Penyelesaian sengketa (dispute settlement);
4) Rekayasa sosial (social engeneering).
4. Pengertian Kesadaran Hukum
Bicara tentang kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang
kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang
14Ibid., h. 41.
15 ibid., h. 34.
16 ibid.,
17 ibid.,
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ada atau tentang hukum yang diharapkan. Manusia sejak dilahirkan sampai
meninggal dari dulu sampai sekarang, selalu mempunyai kepentingan.
Kepentingan adalah suatu tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Akan tetapi,
kepentingan manusia itu selalu diancam atau diganggu oleh bahaya yang ada
disekelilingnya. Oleh karena itu, manusia menginginkan adanya perlindungan
kepentingan-kepentingannya terhadap ancaman-ancaman bahaya sepanjang masa.
Perlindungan kepentingan terhadap bahaya-bahaya disekelilingnya itu terpenuhi
dengan terciptanya antara lain kaedah (peraturan) hukum. Dengan terciptanya
kaedah hukum itu manusia merasa lebih terlindungi terhadap ancaman bahaya di
sekelilingnya. Jadi fungsi kaedah hukum itu adalah melindungi kepentingan
manusia dan sesamanya (masyarakat).
Manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi
kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya.
Oleh karena itu setiap manusia mengharapkan agar hukum dilaksanakan dan
dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan masyarakat
terlindungi terhadap bahaya yang ada di sekelilingnya.
Dengan demikian, kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu
melindungi kepentingan manusia dan sehingga harus dilaksanakan serta
pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah
kesadaran akan tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran
hukum adalah sumber segala hukum. Dengan perkataan lain kesadaran hukum itu
ada pada setiap manusia, karena setiap manusia berkepentingan kalau hukum itu
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dilaksanakan, dan dihayati karena dengan demikian kepentingannya akan
terlindungi.
Lebih jelas Scholten menjelaskan tentang kesadaran hukum bahwa
kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya
hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mata kita
membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya
dilakukan dan tidak dilakukan”.18
Berdasarkan pendapat di atas, maka kesadaran hukum merupakan suatu
kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang
akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap
hukum. Melalui proses kejiwaan manusia dapat membedakan perilaku mana yang
harus dilakukan, yaitu yang sesuai dengan hukum dan mana yang tidak boleh
dilakukan.
Pendapat Scholten dipertegas oleh pendapat Soekanto yang mengatakan
bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang
terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang
diharapkan ada.19
Demikian dapat kita sebut kesadaran hukum yang diharapkan disini adalah
tentang nilai masyarakat yang menyangkut fungsi hukum dan bukan suatu
penjelasan hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat
yang bersangkutan.
18Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1984), h. 2.
19 Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali,
1983), h. 152.
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa
kesadaran itu merupakan suatu keyakinan atau kesadaran yang ada di dalam setiap
diri seorang individu berupa nilai-nilai yang terintegrasi dalam dirinya terhadap
hukum yang ada, yang kemudian diwujudkan melalui tindakan dalam bentuk
kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum itu, yang berkaitan dengan tingkat
kesadarannya.
a. Indikator Kesadaran Hukum
Setiap anggota masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, yang menjadi
masalah disini bahwa kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat tidak
sama kadarnya karena dalam kesadaraan hukum itu mengandung nilai-nilai
kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan demikian maka kesadaran hukum
seseorang itu dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain mencakup
sudut pengetahuan dan pengertiannya terhadap hukum, dari sudut sikapnya
terhadap hukum, dan sudut sikapnya terhadap hukum.
Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui kesadaran hukum
masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur, yaitu:20
1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness)
2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance)
3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude)
4) Pola-pola perikelakuan hukum (legal behaviour)
Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu
mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Tahap pertama misalnya
20 Soedjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: CV. Rajawali,
1982), h. 140.
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diartikan sebagai tahap yang paling rendah, dimana pengetahuan tentang hukum
diartikan sebagai kesan di dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum
tertentu kemudian tahap yang lebih tinggi dari kesadaran hukum yaitu apabila
seseorang telah memahami hukum, kemudian memiliki sikap hukum dan perilaku
hukum karena pola perilaku hukum merupakan hal yang  utama dalam kesadaran
hukum, karena dari perilaku hukum dapat terlihat apakah suatu peraturan  berlaku
atau  tidak  dalam masyarakat.
Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa apabila indikator dari
kesadaran hukum terpenuhi, maka akan ditemukan tingkat kesadaran hukum yang
cukup tinggi begitupun sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum setiap warga
masyarakat akan mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat
rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan
demikian kesadaran hukum juga menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum
tertentu benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat.
b. Kesadaran hukum dan Penegakan Hukum
Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kesadaran hukum
adalah kesadaran akan tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu.
Dengan perkataanlain kesadaran hukum itu ada pada setiap manusia, karena setiap
manusia berkepentingan kalau hukum itu dilaksanakan dan dihayati. Hal tersebut
berpengaruh terhadap penegakan hukum karena penegakan hukum berasal dari
masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.  Oleh
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karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi
penegakan hukum tersebut.
Soekanto mengemukakan bahwa dari sekian banyaknya pengertian yang
diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat,
untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas.
Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan
dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya
merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.21
Dapatlah diperkirakan bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap yang ada dalam
masyarakatberpengaruh dalam penegakan hukum, karena pada pokoknya
penegakan hukum itu merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai
yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dari perilaku yang tujuannya
adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian
pergaulan hidup.
c. Kaitan Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum
Kesadaran seseorang tentang hukum berkaitan erat dengan kepatuhan
hukum yang dikonkritkan dalam sikap dan tindakan atau perikelakuan manusia
namun banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya.
Demikian halnya di dalam sosiologi, kepatuhan terhadap kaidah-kaidah
hukum ini pada umumnya menjadi pusat perhatian terutama mengenai basis-basis
atau dasar dasar kepatuhan seseorang yang dalam hal ini Bierstedt (Soekanto,
1982: 225) membaginya ke dalam empat dasar yaitu:
21 Ibid., h. 33.
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1) Indoctrination
Sebab pertama manusia mematuhi kaidah-kaidah adalah karena ia
diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar
mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakatsebagaimana dengan
unsure lain dari kebudayaan, maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang
dilahirkan dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses
sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-
kaidah tersebut.
2) Habitati
Oleh karena sejak kecil manusia mengalami proses sosialisasi, maka lama
kelamaan menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah
sejak kecil yang berlaku. Memang pada mulanya sukar sekali mematuhi kaidah-
kaidah tadi seolah-olah mengekang kebebasan.
Akan tetapi apabila hal itu setiap hari dialami, lama kelamaan menjadi
kebiasaan untuk terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatannya
dengan bentuk dan cara yang sama.
3) Utility
Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas
dan teratur, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah
hukum adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut.
4) Group Identification
Sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah, adalah karena kepatuhan
tersebut merupakan sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok.
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Apabila tingkatan kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkat kesadaran
seseorang, menurut pendapat Bull yang dikutip oleh Djahiri maka kesadaran
hukum dapatlah dibagi dalam empat tingkatan di antaranya:22
a) Kesadaran hukum bersifat heteronomous, yakni kesadaran terhadap
hukum yang berlaku dengan dilandasi oleh alasan atau orientasi atau
motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti.
b) Kesadaran hukum bersifat anomous, yakni kesadaran terhadap
hukum yang berlaku dengan tidak dilandasi oleh alasan atau
orientasi yang jelas, kesadaran hukum ini merupakan tingkat yang
terendah.
c) Kesadaran hukum yang berlaku berlandaskan pada kiprah umum
atau karena khalayak ramai.
d) Kesadaran hukum yang bersifat autonomous, yakni kesadaran
hukum yang  berlaku  yang  dilandasi  oleh  konsep  atau  kesadaran
yang  ada  dalam diri seseorang.
Tingkat dan tahap tersebut dipandang sebagai ukuran kualitatif, semakin
tinggi kesadaran hukum seseorang semakin baik kesadaran dan kepatuhan
hukumnya.
d. Usaha-Usaha untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum
Kesadaran hukum masyarakat, dewasa ini masih rendah, hal ini dapat
ditinjau dari pemahaman dan penataannya terhadap hukum. Sebagaimana yang
dikemukakan Sanusi menyatakan bahwa “Sebagai indikator tentang tinggi
22 A.K Djahiri, Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral VCT dan Games Terhadap VCT
(Bandung: Jurusan PMPKn FPIPs IKIP Bandung, 1985), h. 24.
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rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat itu dapat diperhatikan disatu
pihak dari sudut ketaatannya pada peraturan hukum dan lain pihak dari sudut
banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang
bersangkutan.”23
Dengan demikian kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah
ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat
mengenai efektifitas hukum atau berfungsi tidaknya hukum tergantung pada
efektifitas menanamkan hukum tersebut seperti yang diungkapkan oleh Selo
Soemarjan bahwa efektifitas hukum berkaitan dengan faktor-faktor sebagai
berikut:24
1) Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan
tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat
mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
2) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.
3) Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin
mematuhi hukum karena compliance, identification, internalization atau
kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
4) Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendeknya jangka
waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan
memberikan hasil”.
23 Ahmad Sanusi, Masalah Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia Dewasa Ini (Jakarta:
Bina Cipta, 1984), h. 184.
24 Soedjono Soekanto, Polisi Dan Masyarakat (Bandung: Anidar Maju, 1990), h. 20.
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Hal ini sesuai dengan pendapat Soekanto bahwa “Masalah kesadaran
hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan
hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai.  Apabila warga
masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf
kesadaran hukumnya masih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan
seterusnya”.25
Berdasarkan pendapat di atas, dapat diasumsikan bahwa rendahnya
kesadaran hukum masyarakat karena tidak mengetahui, tidak memahami
peraturan hukum yang berlaku. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi,
komunikasi hukum sehingga menyebabkan pemahaman yang kurang merata
terhadap hukum yang berlaku. Untuk mengantisipasi masalah ini perlu diadakan
penerangan dan penyuluhan hukum karena masalah kesadaran hukum ini
merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul
dan mungkin juga tidak, maka perlu dilakukan usaha-usaha untuk
meningkatkannya.  Kendatipun pada dasarnya manusia telah memiliki kesadaran
hukum, akan tetapi peningkatan kesadaran hukum ini sangat perlu dilakukan
karena kebanyakan masyarakat awam terhadap hukum positif.
Dalam usaha-usaha menanamkan dan meningkatkan kesadaran hukum
pada masyarakat dapat dilakukan dengan penerangan dan penyuluhan hukum,
bimbingan, pendidikan dan bantuan hukum. Penerapan hukum bertujuan agar
warga masyarakat mengetahui adanya hukum-hukum tertentu, sedangkan
penyuluhan hukum merupakan proses selanjutnya setelah proses penerangan
25 Ibid., h. 122.
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hukum. Hal ini terkait dengan berbagai lembaga yang bertanggung jawab dalam
mensosialisasikan berbagai peraturan atau undang-undang yang berlaku di
masyarakat dengan memberikan pemahaman atau pengertian tentang pentingnya
mempunyai kesadaran hukum untuk kemudian melaksanakan sesuai dengan
aturan yang berlaku, lembaga-lembaga tersebut baik bersifat formal maupun
informal.
B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Konsep lalu lintas menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia
diartikan sebagai: “Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang
lain”.26 Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Pasal 1 angka 2 menyebutkan  bahwa  lalu lintas adalah gerak
kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
Berdasarkan uraian tersebut jelaslah  bahwa  lalu  lintas  dapat  diartikan
sebagai  hilir  mudiknya  manusia  dan  atau barang dari satu tempat ke tempat
lainnya.
Mengenai pengertian angkutan, Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia
mengartikan angkutan sebagai “Pembawaan orang atau barang”.27 Sedangkan
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Angkutan adalah perpindahan orang dan
26 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Balai Pustaka: Jakarta., 1987), h.
556.
27Ibid., h. 47.
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atau barang dari satu tempat ke tempat lain  dengan  menggunakan kendaraan di
ruang lalu lintas jalan.”
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa angkutan adalah
pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun bukan.
Adapun tentang pengertian jalan itu sendiri menurut Undang-Undang No.
22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 menyebutkan jalan adalah seluruh bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu
lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel
dan jalan kabel. Sedangkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang
Jalan Bab I Pasal 1 bagian 2, menyebutkan bahwa: “jalan adalah sebuah prasarana
perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk
pembangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu
lintas”.
Dari beberapa konsep tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas
dan angkutan jalan yaitu keadaan hilir mudiknya kendaraan, orang, benda atau
barang dan pemindahan orang, benda atau barang dari suatu tempat ke tempat lain
dengan memanfaatkan sarana perhubungan jalan dalam bentuk apapun dengan
menggunakan media transportasi.
2. Tujuan Peraturan Lalu Lintas
Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu
segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan
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untuk mendidik, mengajak bahkan memaksa para warga masyarakat agar
menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat
yang bersangkutan.
Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam
menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan
Pemerintah No. 41-45 Tahun 1993. Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ini
memiliki kekuatan untuk diterapkan karena memiliki sifat yang mengikat dan
memaksa (mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya). Hukum positif ini
mengikat dan mempunyai wewenang sah yaitu negara dan hukum ini dijalankan
oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat sebagai badan-badan pelaksana
peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ini merupakan salah satu bagian dari
hukum positif yang perlu ditaati dan dilaksanakan oleh para pemakai jalan.
Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ini dibuat oleh pemerintah antara
lain dengan maksud sebagaimana dikemukakan oleh M. Karyadi:28
1) Untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan yang sempurna
dari semua lalu lintas di jalan.
2) Untuk mengatur dan menyalurkan secara tertib dan segala
pengangkutan barang-barang terutama dengan otobis dan dengan
mobil gerobak.
28 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Sebagai Penumpang Studi Hukum
(Bandung: Alumni, 1982), h.  92.
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3) Memperlindungi semua jala-jalan dan jembatan agar jangan
dihancurkan atau dirusak dan pula jangan sampai surut melewati
batas, dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sangat berat.
Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menyebutkan
mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni :
1) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu
menjunjung tinggi martabat bangsa;
2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi
masyarakat
Dari maksud-maksud di atas nyatalah bahwa sopan santun lalu lintas
adalah sangat penting.  Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan
di dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan. Sopan santun
lalu lintas harus dilaksanakan sebaik-baiknya demi kelancaran dan keamanan para
pemakai jalan dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang
mungkin disebabkan oleh kelalaian dari para pemakai jalan tersebut.
3. Pokok-Pokok Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
Harus Diketahui dan Dipatuhi
Sesuai dengan uraian di atas mengenai beberapa pokok peraturan lalu
lintas dan angkutan jalan, maka perlu dikemukakan secara terperinci mengenai
29
beberapa pokok peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus diketahui dan
dipatuhi oleh warga masyarakat pada umumnya.
Soekanto mengemukakan beberapa pokok peraturan lalu lintas dan
angkutan jalan yang harus diketahui dan dipatuhi masyarakat umum yaitu:29
a. Ketentuan untuk pemakai jalan, yaitu dilarang mempergunakan jalan yang:
1) Merintangi kebebasan atau keamanan lalu lintas
2) Membahayakan kebebasan atau keamanan lalu lintas
3) Menimbulkan kerusakan pada jalan
b. Ketentuan-ketentuan bagi orang-orang yang berjalan kaki:
1) Bagian  dari  jalan  yang  boleh  dipergunakan  oleh  mereka  yang
berjalan kaki
2) Bagaimana berjalan kaki apabila tidak ada trotoar
3) Ketentuan tentang berjalan kaki beramai-ramai
c. Ketentuan-ketentuan menyeberang jalan :
1) Penggunaan zebra cross dan jembatan penyeberangan
2) Tanda-tanda/isyarat-isyarat penyeberangan
d. Ketentuan-ketentuan terhadap orang-orang yang mempergunakan kendaraan
umum :
1) Memberhentikan kendaraan umum
2) Kewajiban-kewajiban selama berada dalam kendaraan umum
e. Ketentuan-ketentuan untuk pengemudi (khususnya kendaraan bermotor) :
1) Kelengkapan kendaraan
29 Ibid., h. 119-121.
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2) Kecepatan maksimum
3) Cara-cara mengemudikan kendaraan dengan baik
4) Pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas
5) Kewajiban mempunyai SIM
C. Surat Izin Mengemudi (SIM)
Di Indonesia, Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan
identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi
persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu
lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang
mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin
Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77
ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009).
Peraturan perundang-undangan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. UU No.
14 Tahun 1992 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tetapi Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yang menjelaskan UU No. 14 Tahun 1992
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan
yang baru berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.
1. Jenis
Surat Izin Mengemudi di Indonesia terdapat dua (2) jenis (Pasal 77 ayat
(2) UU No. 22 Tahun 2009):
1) Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan
2) Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum
31
2. Golongan SIM perseorangan
Golongan SIM berdasarkan Pasal 80 UU No. 22 Tahun 2009
1) SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan
dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.
2) SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan
dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg
3) SIM B2, untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau
Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan
perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau
gandengan lebih dari 1.000 kg.
4) SIM C, untuk mengemudikan Sepeda Motor.
5) SIM D, untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.
3. Golongan SIM Umum
Golongan SIM Umum berdasarkan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2009:
1) SIM A Umum, untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang
dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.
2) SIM B1 Umum, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum
dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.
3) SIM B2 Umum, untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan
Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang
diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.
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4. Persyaratan Permohonan SIM perseorangan
Persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan Pasal 81 ayat (2),
(3), (4), dan (5) UU No. 22 Tahun 2009
a. Usia
1) 17 tahun untuk SIM C dan D
2) 17 tahun untuk SIM A
3) 20 tahun untuk SIM B1
4) 21 tahun untuk SIM B2
b. Administratif
1) memiliki Kartu Tanda Penduduk
2) mengisi formulir permohonan (rumusan sidik jari)
c. Kesehatan
1) sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter
2) sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis
d. Lulus ujian
1) ujian teori
2) ujian praktek dan/atau
3) ujian ketrampilan melalui simulator
e. Syarat tambahan berdasarkan Pasal 81 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2009 bagi
setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
1) Surat Izin Mengemudi B1 harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12
(dua belas) bulan; dan
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2) Surat Izin Mengemudi B2 harus memiliki SIM B1 sekurang-kurangnya
12 (dua belas) bulan
5. Persyaratan Permohonan SIM Umum
Persyaratan permohonan SIM Umum berdasarkan Pasal 83 ayat (1), (2),
dan (3) UU No. 22 Tahun 2009:
a. Persyaratan Usia
1) SIM A Umum 20 tahun
2) SIM B1 Umum 22 tahun
3) SIM B2 Umum 23 tahun
b. Persyaratan Khusus
1) Lulus Ujian Teori
2) Lulus Ujian Praktik
c. Syarat tambahan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009:
1) Permohonan SIM A Umum harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya
12 bulan
2) Permohonan SIM B1 Umum harus memiliki SIM B1 atau SIM A Umum
sekurang-kurangnya 12 bulan
3) Permohonan SIM B2 Umum harus memiliki SIM B2 atau SIMB1 Umum
sekurang-kurangnya 12 bulan
SIM untuk kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai SIM kendaraan
bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah, sebagai berikutPasal 84
UU No. 22 Tahun 2009:
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1) SIM A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor
yang seharusnya menggunakan SIM A.
2) SIM B1 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang
seharusnya menggunakan SIM A.
3) SIM B1 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor
yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum, dan SIM B1.
4) SIM B2 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang
seharusnya menggunakan SIM A dan SIM B1.
5) SIM B2 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor
yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum, SIM B1, SIM B1
Umum, SIM B2.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini jenis penelitian deskriptif (descriptive research). Metode
deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan
menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyak penelitian (seseorang,
lembaga: masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta
yang tampak atau sebagaimana adanya.
Dalam penelitian ini yang dideskripsikan adalah mengenai penerapan
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam hal penertiban Surat Izin Mengemudi
(SIM) di Kota Makassar.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Makassar, khususnya
Polwiltabes Kota Makassar. Pemilihan Lokasi penelitian didasarkan pada judul
skripsi dan pada kenyataan dalam masyarakat bahwa terdapat banyak kekeliruan
dan penyimpangan dalam penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM) atau amanat
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tidak di fungsikan sebagaimana mestinya.
Adapun waktu penelitian, akan dilakukan pada bulan Mei 2012-Juni 2012.
C. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan obyek yang dapat memberikan informasi
mengenai hal-hal yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak
kepolisian lalulintas di Kota Makassar dan masyarakat kota Makassar.
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka
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sampel yang diambil hanya terdiri atas: polisi lalulintas, masyarakat yang
sementara proses pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), dan pengendara
kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang
dipilih melalui penunjukkan secara sengaja terhadap informan yang dianggap
representatif memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi
ini yang diambil secara acak (random sampling).
Sampel yang dimaksud adalah :
1. Pihak Kepolisian Polwiltabes Makassar : 4 Orang
2. Masyarakat Pemilik Kendaraan : 5 Orang
3. Mahasiswaa : 5 Orang
D. Jenis dan Sumber Data
1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tangan pertama, atau
langsung dari subyek/obyek penelitian. Data tersebut berupa jawaban dari
wawancara dengan sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti.
2. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang berasal bukan langsung dari pihak
yang bersangkutan (objek yang diteliti), melainkan berasal dari pihak lain seperti
literatur perpustakaan, artikel dalam majalah, jurnal-jurnal penelitian yang
berkaitan dan sumber media masa lainnya dan hasil penelitian terdahulu.1
Data sekunder tersebut berupa, buku referensi, jurnal, artikel dan beberapa
berita yang terdapat dalam majalah serta hal lain yang dapat mendukung
1 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.
13.
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penyelesaian penelitian ini sehingga tujuan penulisan ini dapat tercapai secara
maksimal.
E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
a. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca buku-buku/literatur yang
dapat menjadi landasan teori dari topik yang diteliti.
b. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data dengan pengamatan
langsung, berupa pengumpulan data dari catatan-catatan atau dokumen
kepolisian, disamping itu dilakukan interview wawancara dengan pihak
kepolisian Lalulintas, masyarakat dan beberapa pengendara kendaraan
bermotor di Kota Makassar.
F. Teknik Analisis Data
Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini lebih mengutamakan
analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan
hal-hal yang dianggap sangat membangun penelitian ini, khususnya mengenai
praktek pelaksanaan undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang penertiban Surat
Izin Mengemudi (SIM) di Kota Makassar.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Ketentuan Hukum Tentang Surat Izin Mengemudi (SIM)
Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa ketentuan
hukum Surat Izin Mengemudi (SIM) yang digunakan saat ini adalah Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun,
sebelumnya perlu dikemukakan terlebih dahulu sejarah sebelum diberlakukannya
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Sebagai dasar pemberlakuan dan Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang berkaitan
dengan undang-undang ini yang antara lain dari aspek transportasi, kebutuhan dan
perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan  teknologi, antara lain :
1) Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem
transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk
mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu
lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi
dan pengembangan wilayah;
3) Bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional
menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai
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dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta
akuntabilitas penyelenggaraan negara;
4) Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan
strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
5) Sesuai Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dari uraian di atas tampak jelas bahwa dasar dari pemberlakuan Undang-
undang No. 22 Tahun 2009 ini tidak hanya menyangkut salah satu aspek saja dari
kehidupan bermasyarakat akan tetapi berkait dengan berbagai macam aspek
kehidupan yang tidak terlepas dari dan untuk kepentingan masyarakat pada
umumnya. Materi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat
yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dirasa sudah tidak sesuai lagi
dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini Tanggal 22 Juni 2009 adalah tanggal
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mulai memberlakukan Undang-Undang
No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan diundangkan
pada tanggal yang sama dengan Lembaran Negara RI No. 96 Tahun 2009, atas
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pertimbangan Presiden Republik Indonesia dan atas persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat, maka ditetapkanlah Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan ini yang materinya terdiri dari :
1. BAB I    Membahas tentang Ketentuan Umum (1 Pasal)
2. BAB II    Membahas tentang Asas dan Tujuan (2 Pasal)
3. BAB III    Membahas tentang Ruang Lingkup Keberlakuan Undang-Undang
(1 Pasal)
4. BAB IV Membahas Tentang Pembinaan (2 Pasal)
5. BAB V    Membahas Tentang Penyelenggaraan (7 Pasal)
6. BAB VI Membahas Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (6
bagian dan 32 Pasal)
7. BAB VII   Membahas tentang Kendaraan (8 bagian dan 20 Pasal)
8. BAB VIII Membahas tentang Pengemudi (4 bagian dan 26 Pasal)
9. BAB IX Membahas tentang Lalu Lintas (9 bagian dan 40 Pasal)
10. BAB X Membahas tentang Angkutan (14 bagian dan 63 Pasal)
11. BAB XI Membahas tentang Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (4 bagian dan 9 Pasal)
12. BAB XII Membahas tentang Dampak Lingkungan (4 bagian dan 10 Pasal)
13. BAB XIII Membahas tentang Pengembangan Industri dan Teknologi Saranan
dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan (5 bagian dan 7 Pasal)
14. BAB XIV Membahas tentang Kecelakaan Lalu Lintas (4 bagian dan 16 Pasal)
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15. BAB XV Membahas  tentang  Perlakuan  Khusus  Bagai  Penyandang  Cacat,
Manusia  Usia  Lanjut,  Anak-anak,  Wanita  Hamil,  dan  Orang  Sakit  (2
Bagian dan 3 Pasal)
16. BAB XVI Membahas tentang Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (5 bagian dan 8 Pasal)
17. BAB XVII   Membahas tentang Sumber Daya Manusia (3 Pasal)
18. BAB XVIII   Membahas tentang Peran Serta Masyarakat (3 Pasal)
19. BAB XIX Membahas tentang Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (3 bagian dan 14 Pasal)
20. BAB XX   Membahas tentang Ketentuan Pidana (45 Pasal)
21. BAB XXI Membahas tentang Ketentuan Peralihan (2 Pasal)
22. BAB XXII Membahas tentang Ketentuan Penutup (7 Pasal)
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan pun
dinyatakan masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan
peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 tahun 2003 dikarenakan disebutkan dalam
Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa: Pada saat Undang-Undang ini mulai
berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
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B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalulintas Oleh
Pengendara Kendaraan Bermotor
Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan, di peroleh data bahwa yang
menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Lalulitas oleh Pengendara Kendaraan
Bermotor yaitu :
1. Besarnya Biaya Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Besarnnya biaya dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
merupakan salah satu factor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas. Untuk
mendukung hal tersebut, maka dikemukakan salah satu hasil wawancara dengan
salah seorang masyarakat (Dg. Tutu) yang bekerja sebagai Cleaning Service di
salah satu perusahaan swasta di Makassar, yang mengatakan bahwa untuk
mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) masih cukup sulit karena biayanya cukup
besar untuk saya. Penghasilan saya hanya Rp. 600.000,-/bulan.1
2. Tidak Memiliki Kendaraan Sendiri
Dalam mengendarai kendaraan bermotor yang merupakan salah satu
pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara adalah menggunakan
kendaraan yang bukan miliknya atau meminjam mendaraan orang lain. Inilah
yang pelanggaran yang sering terjadi. berdasarkan Wawancara yang dilakukan
dengan seroang aparat kepolisian di Polwiltabes Makassar, kebanyakan dalam
melakukan razia, banyak pelanggar lalulintas yang terjaring razia tidak memiliki
Surat Izin Mengemudi (SIM) hal ini terjadi karena ia karena ia meminjam
1 Dg. Tutu, Masyarakat, wawancara oleh penulis di Rapokalling, Kec. Tallo Makassar
tanggal 27 Mei 2012.
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kendaraan temannya. dalam razia yang dilakuakan tersebut, banyak didapati
pelajar dan beberapa mahasiswa serta masyarakat.2
3. Belum Cukup Umur
Salah satu syarat untuk dapat memperooleh Kartu SIM hanya dapat
diberikan kepada orang yang telah berumur 17 tahun dan dinilai cakap
mengendarai kendaraan bermotor. hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang
No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan Pasal 81 yaitu :
(1). untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) setiap orang harus
memenuhi persyaratan usia, administrative kesehatan dan lulus ujian.
(2). syarat usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan paling
rendah sebagai berikut:
a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin
Mengemudi C dan Surat Izin Mengemudi D.
b. usia 20 (dua puluh) tahununtuk Surat izin Mengemudi B I; dan
c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II
Berdasarkan ketentuan Pasal 81 di atas, sebanyak 68 pelajar SMP dan
SMA di Makassar terjaring razia Surat Izin Mengemudi (SIM). Mereka ditemukan
mengendarai kendaraan sepeda motor ke sekolah tanpa menggunakan izin
mengemudi. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, AKBP Muhammad Hidayat
mengatakan razia yang dilakukan dengan menyisir sejumlah SMP dan SMA
Negeri dan swasta di Makassar. Pada razia dilakukan kerja sama dengan Dinas
Pendidikan Kota Makassar itu, Satlantas Polrestabes mengerahkan 270 personel.
2 Pak Hartono, Kasatlantas Polwiltabe Makassar, wawancara oleh penulis di Polwiltabes
Makassar, Kamis 18 Mei 2012.
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Ia mengatakan sesuai undang-undang yang berlaku, setiap pengendara wajib
mengantongi surat izin mengemudi. Tetapi di Makassar, pelajar SMP dan SMA
kebanyakan belum memiliki SIM karena persoalan usia.3
Hidayat menambahkan razia ini ditargetkan agar pelajar tidak
menggunakan sepeda motor ke sekolah. Alasannya, mereka belum memiliki dan
mengantongi surat izin mengemudi. Ia menambahkan razia ini sengaja dibuka dan
disampaikan lebih awal agar pelajar tidak menggunakan kendaraan ke
sekolahnya.4
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Mahmud BM menegaskan, kerja
sama dengan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar dilakukan untuk penertiban
kendaraan bermotor siswa yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM).
Kartu SIM hanya dapat diberikan kepada orang yang telah berumur 17 tahun dan
dinilai cakap mengendarai kendaraan bermotor.5
Secara psikologi, bagi mereka yang mengendarai kendaraan bermotor
dann berusia dibawah 17 tahun memiliki kemungkinan terciptanya kecelakaan
lalulintas. Hal ini merupakan hasil wawancara dengan masyarakat (Dg. Tutu)
yang mengatakan bahwa saat ini kendaraan bermotor khususnya motor sudah bisa
dikendarai oleh siapapun, mulai dari anak-anak sampai dewasa. yang paling
mengkhawatirkan adalah mereka yang mengendarai kendaraan bermotor dan
3 Media Makassar, Media Online Dan Berita Terbaru Kota Makassar & Sekitarnya,
http://mediamakassar.com/pelajar-terjaring-razia-sim/00561, diakses tanggal 25 Juni 2012.
4 Media Makassar, Media Online Dan Berita Terbaru Kota Makassar & Sekitarnya,
http://mediamakassar.com/pelajar-terjaring-razia-sim/00561, diakses tanggal 25 Juni 2012.
5 Media Makassar, Media Online Dan Berita Terbaru Kota Makassar & Sekitarnya,
http://mediamakassar.com/kerja-sama-dinas pendidikan-dengan-polwiltabes-makassar/00561,
diakses tanggal 25 Juni 2012.
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masih anak-anak (usia dibawah 17 tahun). Ketidakstabilan pemikiran menciptakan
keinginan untuk kebut-kebutan dijalan raya. olehnya itu, aparat kepolisian mesti
tegas dan melakukan razia secara continue sehingga mereka yang mengendarai
kendaraan bermotor (khususnya motor) dapat dengan cakap mengendarai
kendaraan bermotor sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan lalulintas dan
meminimalisr kekhawatiran orang tua.
Dg. Tutu juga menambahkan bahwa cukup sulit juga dalam proses
pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) karena banyak yang harus dilakukan.
hal inilah yang menjadi kendala dalam mengurus Surat izin Mengemudi.
Dari wawancara tersebut di atas, maka dibawah ini di sajikan mekanisme
penerbitan/pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) khususnya di Polwiltabes
Makassar, yaitu:
Sumber: Polwiltabes Makassar
46
Dari bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa proses penerbitan Surat izin
Mengemudi (SIM) berdasarkan prosedur yang ada jelas dan terperinci. dimulai
dari pemohon menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu tanda
pengenal lainnya, dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengisian formulir.
Setelah itu, melakukan registrasi. Dalam proses registrasi ini hanya memakan
waktu sekitar 5 menit dengan menunjukan beberapa persyaratan sebagaimana
yang telah dikemukakan sebelumnya.
Kemudian, pemohon melakukan ujian teori (tertulis) yang memakan waktu
sekitar 45 menit. Apabila pemohon dinyatakan tidak lulus dalam ujian teori, maka
pemohon akan mengulangi ujian dalam jangka waktu 14 hari sejak dinyatakan
tidak lulus. Apabila pemohon dinyatakan lulus maka selanjutnya pemohon
melakukan ujian ujian praktek yang didalamnya memuat praktek mengemudi
untuk mengetahui apakah pemohon dapat mengandarai kendaraan bermotor atau
tidak. dalam ujian praktek ini memakan waktu sekitar 45 menit. Apabila
Pemohon/peserta tidak dinyatakan lulus, maka sebagaimana halnya ujian teori,
maka pemohon akan mengulangi ujian praktek dalam jangka waktu 14 hari atau
dengan waktu tunda selama 2 bulan (60 hari). Tetapi apabila pemohon dinyatakan
lulus, maka proses selanjutnya adalah proses identifikasi keseluruhan proses yang
telah dilakukan untuk menyatakan apakah pemohon dapat diberikan Surat Izin
Mengemudi (SIM) atau tidak. Setelah proses identidikasi telah dilakukan, dan
pemohon telah melakukan semua proses dan memenuhi syarat maka selanjutnya
adalah produksi Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam proses produksi Surat Izin
Mengemudi (SIM) waktu yang diperlukan hanya 10 menit. setelah Surat Izin
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Mengemudi (SIM) diproduksi maka penyerahan Surat Izin Mengemudi (SIM)
kepada pemohon untuk digunakan. Apabila dilihat dari keseluruhan proses yang
harus dilewati dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) maka waktu yang
diperlukan adalah 150 menit atau dua jam setengah (1 ½ jam).
Dengan demikian secara ideal, proses penerbitan Surat Izin Mengemudi
(SIM) pada dasarnya tidak memakan waktu yang cukup lama.
Sementara untuk prsedur pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM)
perpanjangan dapat dilhat pada bagan dibawah ini:
Sumber: Polwiltabes Makassar
Mekanisme/prosedur pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
perpanjangan pada dasarnya memiliki prosedur yang sama dengan prosedur
penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru. Hanya ada beberapa proses yang
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tidak harus dilewati oleh mereka yang melakukan perpanjangan Surat Izin
Mengemudi (SIM) seperti ujian teori dan ujian praktek.
C. Penyimpangan dan Kekeliruan dalam Pengurusan Surt Izin Mengemudi
(SIM)
Pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang, pengurusan Surat
Izin Mengemudi merupakan hal yang cukup mudah. Hal ini sebagaimana tertera
pada tabel sebelumnya. Disamping itu untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawab Polri sebagai pengayom masyarakat dan menciptakan pelaayanan yang
prima demi menuju kesejahteraan dan keamanan serta ketertiban dalam
massyarakat.
Namun, berbagai pengaruh kemudian muncul dalam proses pengurusan
Surat Izin Mengemudi (SIM) seperti banyaknya masyarakat yang membuat Surat
Izin Mengemudi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan melelahkan
dalam proses penerbitan Surat Izin Mengemudi. Hal ini dimanfaatkan oleh calo
yang dianggap dapat mempermudah pengurusan Surat Izim Mengemudi (SIM).
D. Praktek Penegakkan Hukum Orang Yang Tidak Memiliki Surat Izin
Mengemudi (SIM)di Kota Makassar
Menghadapi persoalan hukum yang sampai saat ini semakin kompleks
khususnya dalam penegakan hukum bagi mereka yang tidak memiliki Surat Izin
Mengemudi (SIM) merupakan salah satu kewajiban Polisi sebagai mitra kerja
masyarakat dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam berkendara di
jalan raya. Surat Izin Mengemudi merupakan salah satu bukti legalitas seseorang
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untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor. Selain itu, Surat Izin Mengemudi
(SIM) memiliki fungsi yang cukup penting seperti:
1. Sebagai sarana identifikasi atau jati diri seseorang.
Bertitik tolak dari SIM akan diketahui identitas ciri-ciri fisik seseorang. Di
samping itu juga berfungsi sebagai tanda bukti bahwa pemegang SIM telah
memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk mengemudikan
kendaraan bermotor tertentu.
2. Sebagai alat bukti.
SIM selain sebagai tanda bukti sebagaimana diuraikan di atas, juga
mempunyai fungsi dan peranan sebagai alat bukti dalam kaitannya dengan
pelaksanaan tugas pokok Polri, khususnya yang bersifat represif yustisiil, di mana
alat bukti tersebut sebagai penunjang penyelidikan dan pengungkapan
pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
3. Sebagai sarana upaya paksa.
Penyitaan SIM dalam kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, untuk
kemudian memaksa pelanggar menghadiri sidang, merupakan bukti nyata betapa
besarnya fungsi dan peranan SIM dalam pelaksanaan tugas Polri, karena pada
dasarnya tanpa upaya paksa demikian itu, sukar dipastikan bahwa pelaksanaan
penegakan hukum akan berhasil dengan baik.
4. Sebagai sarana perlidungan masyarakat.
Pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan
golongannya dengan pengertian bahwa pemegang SIM tersebut telah memiliki
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kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik, sehingga bahaya-
bahaya kecelakaan dan terjadinya pelanggaran akan dapat dikurangi.
5. Sebagai sarana pelayanan masyarakat.
Polri sebagai instansi yang berwenang menerbitkan Surat Izin Mengemudi
(SIM) wajib melayani kebutuhan masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya.
Guna keperluan itulah Polri selalu berusaha meningkatkan pelayanan masyarakat
dalam bidang SIM ini, tanpa mengurangi faktor security sebagai tujuan pokok.
Dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 bab VIII Bagian
Surat Izin Mengemudi Paragraf 1, Persyaratan Pengemudi bahwa:6
(1). Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib
memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan Jenis Kendaraan
Bermotor yang dikemudikan.
(2). Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 2 (dua) jenis:
a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Perorangan; dan
b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum
(3). Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi calon Pengemudi harus
memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui
pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
(4). Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor
Umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan
mengemudi angkutan umum
6 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Undang-Undang
Repulik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), h. 51.
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(5). pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya
diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk
kendaraan bermotor perseorangan.
Dari pasal tersebut di atas, jelas bahwa setiap pengendara kendaraan
bermotor harus memiliki Surat Izin Mengemudi. Dari berbagai operasi yang
dilakukan oleh Aparat Kepolisian, banyak masyarakat yang tidak memiliki Surat
Izin Mengemudi SIM), padahal secara prosedural, pengurusan Surat Izin (SIM)
mengemudi tidak terlampau sulit untuk dilakukan. Salah satu syarat yang mesti
dipenuhi untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah dapat
mengemudikan kendaraan bermotor baik kendaran bermotor perseorangan atau
kendaraan umum.
Untuk melihat lebih jelas jumlah Surat Izin Mengemudi (SIM) maka
dibawah ini terdapat data yang diperoleh dari Polwiltabes Makassar tentang
jumlah Surat Izin Mengemudi yang dikeluarkan, yaitu sebagai berikut:
Jumlah Pengeluaran SIM
No Uraian KLM
Tahun Naik/
Turun (%) Ket.2010 2011
1 SIM C 22 53974 70500 31% Naik
2 SIM A 23 23448 32026 37% Naik
3 SIM A UMUM 23 712 576 19% Turun
4 SIM B I 25 1494 1583 6% Naik
5 SIM B I UMUM 26 2088 1894 9% Turun
6 SIM B II 27 280 266 5% Turun
7 SIM B II UMUM 28 931 1215 30% Naik
8 SIM D 29 - - - Tetap
Sumber: Polwiltabes Makassar
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Dari data tersebut di atas dapat diberikan gambaran bahwa Penerbitan
Surat Izin Mengemudi (SIM) C pada tahun 2011 sebesar 70.500 (meningkat). Hal
ini apabila dibandingkan dengan tahun 2010 yakni sebesar 53.974. Demikain
halnya dengan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) A yang meningkat pada
tahun 2011 sebesar 37%. Untuk Sim A Umum mengalami penurunan dalam
penerbitannya yakni sebesar 19%. Selanjutnya, untuk Surat Izin Mengemudi
(SIM) B I meningkat sebesar 6% dan tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan
dengan meningkatnya penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) C. Surat Izin
Megemudi B I Umum pula mengalami penurunan sebesar 9% demikian halnya
dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) BII mengalami penurunan sebesar 5%. Surat
Izin Mengemudi (SIM) BII umum mengalami kenaikan yang cukup signifikan
yakni sebesar 30% yang berbanding terbalik dengan penerbitan SIM D yang tidak
mengalami kenaikan dan penurunan (tetap).
Penjelasan data di atas merupakan gambaran yang nyata bahwa Penerbitan
Surat Izin Mengemudi (SIM) C dan Surat Izin Mengemudi (SIM) A mengalami
kenaikan yang sangat sigifikan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Hal ini dapat
dilihat dari beberapa factor, seperti pengguna Surat Izin Mengemudi (SIM) C
sebagian besar digunakan oleh kendaraan roda 2 yang dirancang dengan
kecepatan lebih dari 40 km/jam. Selain itu, permintaan terhadap kendaraan roda 2
di Kota Makassar setiap hari mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
Sementara pada Surat IzinMengemudi (SIM) A mengalami kenaikan
disebabkan karena Surat Izin Mengemudi (SIM) A diberikan kepada kendaraan
bermotor untuk roda 4 dan beratnya lebih dari 3.500 kg. selain itu pula,
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permintaan terhadap kendaraan roda 4 di Kota Makassar, setiap harinya semakin
meningkat pula. Namun untuk jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) yang lain (SIM
A umum, B I, B I umum, B II, B II umum dan D) tidak mengalami peningkatan
yang signifikan dalam penerbitannya.
Berdasarkan data yang diperoleh, pada pertumbuhan rata-rata kendaraan
naik hingga 11,24 persen, terdiri atas roda dua dan dan empat. Kendaraan roda
dua mendominasi, yakni sebanyak 445.548 unit dan roda empat sebanyak 140.065
unit. Total jumlah kendaraan yang beredar di Makassar, mencapai 586.613 unit.
Rincian pertumbuhan kendaraan di Kota Makassar, yakni untuk roda
empat, 2010 sebanyak 137.545 unit, dan 2011 sebanyak 140.065 unit. Sementara
untuk roda dua, 2010 menjadi 580.948 unit, dan 2011 sebanyak 585.613 unit.
Data dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel, lebih mencengangkan lagi.
Kabid Humas Polda Sulsel, Komisaris Besar Polisi Chevy Ahmad Sopari
menyebutkan, data jumlah kendaraan di Sulsel hingga April 2012, yakni sebanyak
2.435.933. Jumlah ini baru untuk kendaraan roda enam, empat, dan dua.
Rinciannya adalah R6 sebanyak 43.051 unit, R4 sebanyak 280.612 unit, dan R2
sebanyak 2.112.270 unit.
Dengan demikian, pesatnya pertambahan jumlah kendaraan bermotor di
Kota Makassar memacu meningkatnya permintaan terhadap penerbitan Surat Izin
Mengemudi (SIM).
Pentingnya Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Makassar untuk dimiliki
oleh pengendara kendaraan bermotor sebab Surat Izin Mengemudi (SIM)
merupakan bukti administrasi diperbolehkannya seseorang mengendarai
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kendaraan bermotor dan secara umum, praktek penegakan hukum terhadap
mereka (pengendara kendaraan bermotor) yang tidak memiliki Surat Izin
Mengemudi (SIM) berpedoman pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Salah satu aturan tentang penegakan hukum bagi pengendara mendaraan
bermotor tertuang dalam Pasal 281 Undang-undang No. 22 Tahun 2009, bahwa
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dii jalan yang tidak
memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana tertuang dalam Pasal 77 ayat
1 (setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki
Surat izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang
dikemudikan) di pidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda
paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).”7
E. Peranan Polisi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat
Berlalu Lintas
Kesadaran hukum adalah suatu proses penilaian terhadap hukum yang
berlaku atau hukum yang dikehendaki ada. Setiap manusia yang normal
mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran tersebut, yakni
ada yang tinggi, sedang dan rendah. Tolok ukur untuk taraf-taraf kesadaran
hukum adalah mencakup unsur-unsur pengetahuan tentang hukum, pemahaman
terhadap hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku hukum.
Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi
apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian
7 Undang-Undang RI, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Bogor: Politea, 2010.
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maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum yang
menunjukkan sampai sejauhmanakah perilaku nyata seseorang sesuai dengan
hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum
mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena faktor-
faktor penyebab terjadinya kepatuhan hukum harus pula dipertimbangkan.
Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum tersebut:
1. Rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar.
2. Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
3. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompok
4. Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum
5. Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai
keterkaitan dan ketentraman8
Selanjutnya Djahiri9 mengemukakan faktor-faktor seseorang mematuhi
hukum meliputi :
1. Patuh/sadar karena takut pada orang/kekuasaan/paksaan (Authority)
2. Patuh karena ingin dipuji (Good Boy-Nice Girl)
3. Patuh karena kiprah umum/masyarakat (contract legality)
4. Taat  atas  sadar  adanya  aturan  dan  hukum  serta  untuk  ketertiban  (Law
and order oriented)
5. Taat karena memang hal tersebut memuaskan baginya
6. Patuh karena dasar prinsip etis yang layak universal
8 Soerjono, Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Rajawali, 1990), h. 30.
9 A.K Djahiri, Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral VCT dan Games Terhadap VCT
(Bandung: Jurusan PMPKn FPIPs IKIP Bandung, 1985), h. 25.
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Dari uraian di atas kiranya nampak pertautan antara tingkat kepatuhan
dengan motivasi/dasar kesadaran, dan karena masalah ini adalah masalah
kejiwaan, maka hal ini  berlaku  kepatuhan  ataupun  kesadaran  hampir  tidak
pernah  ajeg  abadi,  terus-menerus, dia memiliki grafik naik turun tergantung
pada keadaan atau stimulus serta kondisi mental dan fisik yang bersangkutan.
Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ada beberapa
faktor penting yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Soekanto
menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat
dalam kaitannya dengan kepatuhan hukum,10 yaitu sebagai berikut :
a. Compliance, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada
harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari
hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan jika seseorang melanggar
hukum.
b. Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan
karena nilai intrinstiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap
terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang
untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.
c. Internalization, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum
dikarenakan ssecara intrinstik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi
kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai dari pribadi yang
bersangkutan, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula
dianutnya.
10 Soedjono Soekanto, Polisi Dan Masyarakat (Bandung: Anidar Maju, 1990), h. 17-18.
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d. Kepentingan-kepentingan para waga masyarakat terjamin oleh wadah
hukum yang ada.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa
kesadaran hukum masyarakat dapat berdiri sendiri-sendiri atau dapat pula
merupakan gabungan dari keseluruhan atau sebagian dari keempat faktor di atas.
Jadi kesadaran hukum masyarakat dapat dikarenakan takut sanksi yang akan
diterima bila melanggar hukum. Atau kesadaran hukum masyarakat dapat
dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan masyarakat yang terjamin oleh
hukum, bahkan kesadaran hukum masyarakat dapat dikarenakan masyarakat atau
anggota masyarakat merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang
ada dalam dirinya.
Jika dikaitkan secara khusus dengan kesadaran hukum lalu lintas dan
angkutan jalan, beberapa ahli mengungkapkan berbagai factor penting yang turut
mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap peraturan lalu
lintas dan angkutan jalan.
Menurut Masripal Marhun, mengatakan bahwa factor yang mempengaruhi
kesadaran hukum seseorang terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan
meliputi factor manusianya sendiri, kendaraan, jalan, dan lingkungan.11
Selanjutnya dipertegas J. Salusu, seseorang melanggar peraturan lalu lintas
dan angkutan jalan karena berbagai alasan internal. Apa yang dibuatnya itu
sebenarnya dianggap itulah yang terbaik bagi dirinya pada saat itu. Pelanggaran
11 Kokom Komalasari, Pengaruh Motif Berafiliasi Status Sosial Ekonomi dan Proses
Pembelajaran Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Lalulintas dan Angkutan Jalan Anggota
Kesadaran di Kota Madya Bandung , Tesis (Bandung: IKIP Bandung, 1998), h. 147.
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lalu lintas dapat juga terjadi karena hal-hal yang berada diluar jangkauannya,
sedang ada perubahan jalan, tidak ada trotoar, rambu-rambu lalu lintas tidak
lengkap, terlalu banyak kendaraan. Semuanya merupakan factor eksternal.12
Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat
selain beberapa faktor diatas menurut penulis adalah factor masyarakat, yaitu
bagaimana masyarakat memahami fungsi hukum dan mampu berpartisipasi dalam
usaha penegakan hukum dengan sasaran terwujudnya kesadaran hukum.
Berdasarkan uraian-uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
kesadaran hukum masyarakat, salah satunya adalah faktor penegak hukum dalam
hal ini yaitu polisi lalu lintas. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Chryshnanda
bahwa Polri khususnya satuan lalu lintas telah berupaya secara terus menerus baik
melalui kegiatan preventif meliputi kegiatan penjagaan, pengaturan, patroli dan
dikmas lantas berupa penyuluhan tentang pengetahuan lalu lintas maupun
kegiatan dalam penegakan hukum berupa penindakan terhadap para pelaku
pelanggaran lalu lintas sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan efek jera
dalam melakukan pelanggaran lalu lintas.13
Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan atau ditegakkan.
Pelaksanaan hukum atau law enforcement oleh petugas penegak hukum yang
tegas, konsekuen, penuh dedikasi dan tanggung jawab akan membantu
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
12 Ibid.,
13 Soewardjoko P Warpani, Pengelolaan Lalulintas dan Angkutan Jalan (Bandung: ITB,
2002), h. 10.
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Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan
tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, Pengawalan dan Patroli,
Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas, Registrasi dan identifikasi
pengemudi/ kendaraan bermotor, penyidikan  kecelakaan  lalu  lintas  dan
penegakan hukum  dalam  bidang  lalu  lintas,  guna  memelihara  keamanan,
ketertiban  dan kelancaran  lalu  lintas.  Pelayanan  kepada  masyarakat  di  bidang
lalu  lintas dilaksanakan  juga  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat,
karena  dalam masyarakat  yang  modern  lalu  lintas  merupakan  faktor  utama
pendukung produktivitasnya. Salah satu yang dilakukan yaitu dengan cara
sosialisasi. Sosialisasi ini meliputi informasi tentang lalu lintas jalan, peraturan,
dan kecelakaan.
Selanjutnya menurut Wirawan penting juga dilakukan sosialisasi represif
yaitu penegakan hukum oleh aparat kepolisian.14 Polisi sebagai penegak hukum
harus benar-benar menegakkan hukum dengan menindak tegas pelaku
pelanggaran. Selain sosialisasi, yang terpenting adalah memberikan contoh atau
teladan disiplin berlalu lintas yang dilakukan oleh pejabat negara dan polisi.
Hal-hal yang berkaitan dengan peranan polisi lalu lintas ini diungkapkan
oleh Soekanto yang mengatakan bahwa Polisi lalu lintas berperan sebagai
pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi politie.15 Disamping itu polisi lalu
lintas, khususnya dibidang lalu lintas jalan raya, juga melakukan fungsi regeling
(misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor untuk
melengkapinya dengan segitiga pengaman) dan fungsi ‘bestuur” khusunya dalam
14 Ibid., h. 2.
15 Soedjono Soekanto, op.,cit, h. 252.
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hal perijinan (misalnya, mengeluarkan Surat Ijin Mengemudi). Di samping itu,
maka di dalam rangka membimbing masyarakat, Polisi lalu lintas melakukan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan pendidikan pengemudi kendaraan jenis IV
2. Ceramah-ceramah pada instansi-instansi pemerintah dan swasta
3. penerangan keliling
4. Penerbitan buku-buku lalu lintas
5. Perlombaan mengemudi bis umum (teladan)
6. Pemilihan tulisan terbaik dalam mass media
7. Mengadakan tour atau rally sepeda motor
8. Pekan Pendidikan Lalu lintas
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum yang
tinggi dalam berlalu lintas seseorang sangat dibutuhkan karena untuk menjamin
kepentingan semua pihak dan untuk menciptakan hal yang diinginkan tersebut
seseorang diharapkan mengenal, mengetahui dan mematuhi kaidah-kaidah yang
berlaku di masyarakat sejak usia dini manusia harus bersosialisasi dan diharapkan
mampu hidup teratur tanpa mengganggu kepentingan orang banyak.
Sebagaimana kita ketahui peranan polisi lalu lintas sangatlah penting
karena merupakan sebuah lembaga formal, mempunyai misi untuk
mensosialisasikan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada para
pengemudi  angkutan kota agar mengetahui peraturan dan tata tertib berlalu lintas
di jalan raya. Agar tercipta warga negara yang baik yang sadar dan patuh terhadap
hukum yang berlaku.
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Pentingnya peranan penyuluhan hukum tersebut dalam meningkatkan
kesadaran hukum bagi para pengemudi sebagai bagian dari masyarakat ini
didasarkan pada terdapatnya sikap/mental budaya masyarakat dalam hubungannya
dengan masalah lalu lintas karena kurangnya penghayatan dan penataan terhadap
undang-undang lalu lintas.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dari skripsi yang berjudul
““Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan terhadap penertiban SIM Di Kota Makassar”, maka dapat
disimpulkan bahwa:
1. Ketentuan hukum tentang keharusan memiliki Surat Izin Mengemudi
(SIM) pada dasarnya berpedoman pada Undang-undang No. 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 77 ayat (1)
yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di
jalan wajib memiliki Surat izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis
kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Selanjutnya, Surat Izin
Mengemudi harus dimiliki disebabkan karena :
a. Sebagai sarana identifikasi atau jati diri seseorang.
b. Sebagai alat bukti.
c. Sebagai sarana upaya paksa.
d. Sebagai sarana perlidungan masyarakat.
e. Sebagai sarana pelayanan masyarakat.
2. Adapun praktek penegakkan hukum orang yang tidak memiliki Surat Izin
Mengemudi (SIM), khususnya di Kota Makassar bahwa peranan
kepolisian sebagai aparat penegak hukum cukup signifikan sebagaimana
ketentuan Undang-undang. Namun, beberapa pengaruh dalam penegakan
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hukum bagi mereka yang tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)
perlu melihat kondisi karena factor yang menyebabkan pengendara tidak
memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah karena:
a. Besarnya Biaya Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
b. Tidak Memiliki Kendaraan Sendiri
c. Belum Cukup Umur
Olehnya itu, ini harus menjadi catatan bagi pihak kepolisian, sehingga
penindakan terhadap mereka yang melanggar dapat dipertimbangkan sebagaimana
kondisi yang ada pada pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat
Izi Mengemudi (SIM).
B. Saran
Adapun saran yang diberikan berdasarkan judul skripsi ini yaitu :
1. Bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan hal yang penting buat
pengendara kendaraan bermotor sebagaimana funsinya. Oleh karena
itu di wajibkan setiap pengendara untuk memilikinya.
2. Selanjutnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas bagi mereka
yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) pihak yang
berwenang dapat melakukan tindakan persuasif sehingga masyarakat
merasa terperhatikan.
3. Terakhir, bahwa pihak yang berwenang dalam menerbitkan Surat Izin
Mengemudi (SIM) mestinya dapat dengan teliti menerbitkan SIM
Karena ketidak telitian dalam penerbitan SIM dapat berakibat fatal.
Mulailah dari hal-hal kecil.
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